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PERSPEKTIF ISLAM

I
g\ llah Swt. menurunkan Islam

sebagal agama terakhir me-
lalui nabi Muhammad Saw. sifat-
nya sebagal penyempurna agama
sebelumnya dengan mempunyai
ciri universal dan menyeluruh, ka-
rena ia berlaku bagi seluruh um-
mat manusia dan ketetapan-
ketetapan hukumnya mencakup
semua segi kehidupan.

Islam tidak hanya mengatur
hubungan manusia dengan
Tuhannya dalam bentuk ritual se-
mata, melainkan mengatur pula
hubungan antara manusia dengan
sesamanya, manusia dengan ma-
syarakatnva dan masyarakat vang
satu dengan masyarakat lainnya.

Dalam kehidupan bermasya-
rakat, akan selalu terjadi
teraksi sostal. Guna menghindan
konflik sosial dan terpeliharanya
hubungan antar manusia. maka

in-
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dibutuhkan adanya lembaga atau
tatanan politik yang dikenal de-
ngan istilah negara. Keberadaan
negara, mutlak menjadi tuntutan
dan kebutuhan masyarakat. Ibnu
Khaldun seperti dikutip Osman
Raliby (1978:138) menyatakan,
"bahwa manusia adalah politis
menurut tabiatnya".

Universalitas Islam menjadi-
kan suatu ummat dan sekaligus
satu negara yang otoritasnya me-
liputi seluruh kaum muslimin se-
dunia  (internasional), karena
"kaum muslimin dimana pun ber-
ada dianggap satu bangsa yang
diikat oleh agidah Islam, syarrat
dan persaudaraannya. Mereka ti-
dak dibedakan oleh jenis suku,
warna. bahasa, negeri atau go-
longan (Yusuf Qordhawi, 1985:71).
Negara dalam Islam tidak terikat
oleh suatu tanah. Membatasi ne-
gara dengan tanah tertentu tidak-
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lah perlu dan tidak universal (Is-
mail Roji Al Firuqi. 1985:33).
Meskipun suatu negara harus
memiliki wilayah/daerah, rakyat
dan adanya pemerintahan yang
berdaulat, yang jelas "negara da-
lam Islam hanya satu yang me-
liputi wilayahnya ke segala pen-
juru negeri kaum muslimin (A.
Hasymi, 1984: 96-97). Hal ini ti-
dak berarti, negera dalam Islam
tidak memenuhi syarat yang di-
maksudkan oleh negara modern.
Semua persyaratan itu telah ter-
penuhi, karena wilayah dalam ne-
gara Islam adalah bumi yang ter-
hampar luas ini, rakyatnya selu-
ruh kaum muslimin di mana pun
mereka berada dan pemerintahan
yang berdaulat adalah adanya
imam yang menjadi pucuk pim-
pinan seluruh ummat Islam. Yang
jadi masalah barangkali bukan
batas wilayah, tetapi adanya wi-
layah yang konkrit (Muhammad
Thohir, 1981: 43). Oleh karena
itu, setiap tumpak tanah di mana
seorang muslim mengucapkan
syahadat adalah tanah air kita
yvang berhak disucikan, dicintai
dan diperjuangkan kebaikannya
(lihat Yusuf Qardhawi, 1980: 131-
132). Orang Islam di mana saja
dia bertempat tinggal termasuk
dalam wilayah yurisdiksi Islam,
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sebab kedaulatan Islam mencakup
seluruh wmmat Islam di seluruh
dunia. Dan apabila seorang mus-
lim menjadi warga negara dari
negara non Islam, hal inmi tidak
meniadakan kedaulatan negara
Islam atas dirinya (Abu Zahroh,
1973:71).

Meskipun secara ideal, Islam
bersifat universal berlaku untuk
seluruh bangsa dan negara, akan
tetapi kenyataannya timbul bebe-
rapa negara sebagai negara bang-
sa di bawah pemimpin masing-
masing sesual dengan wilayah
yurisdiksinya yang di dalamnya

tegak kekuasaan pemerintahan
Islam (lihat: Amin Widodo,
1994:12).

Tidak ada nash yang me-
negaskan harus adanya satu ne-
gara Islam. Oleh sebab itu, ber-
dirinya berbagai negara dalam Is-
lam tidak dipandang sebagai sua-
tu penyimpangan, karena Allah
mengetahui kebutuhan zaman dan
tabr’at hukum sosial yang meng-
hendaki berdirinya beberapa ne-
gara Islam (A. Hasymi, 1984: 284-
285). Hal ini yang menjadi per-
timbangan adalah pengelompok-
kan-pengelompokkan kulturil dan
nasional di dalam ummat harus
diakui dan dimanfaatkan untuk
membentuk entitas-entitas yang
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lebih  besar (Altaf Gauhar.
1982:146) dan bolehnya berbilang

kepala negara apabila daerahnya
luas dan berjauhan satu sama
lainnya (Dhiya'uddien Ar-Rois,
1971:78).

Meskipun Al Qur'an dan As
Sunnah tidak menjelaskan secara
tegas tentang wajibnya mendiri-
kan sebuah negara atau pemerin-
tahan Islam, namun dapat dilihat
dari semangat syariat dan prin-
sip- prinsip dasarnya serta kan-
dungan makna nash vang bersifat
global, cukup memberikan dalalah
kepada adanya suatu kemestian
untuk mendirikan negara. Ayat
Al Qur'an yang menjelaskan hal
itu antara lain:

"Hal orang-orang yang beriman, taa-
tilah Allah dan taatilah RasulNya

dan Ulil Amri di antara kamu .."
(Q.S. An Nisa: 59).

“Dan kalau mereka menyerahkan ke-
pada Rasul dan Ulil Amri di antara
mereka, tentulah orang-orang yang
ingin mengetahui kebenarannya akan
dapat mengetahuinya dari mareka
(Rasul dan Ulil Amrt) .." (Q.S. An
Nisa : 83).

"... dan bermusyawarahlah dengan
mereka dalam urusan itu. Dan apa-
bila kamu telah membulatkan tekad.
maka bertawakkallah kepada Allah
L (QS. Al Imron ¢ 139).
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Di dalam Hadits dijelaskan:

Dari Said Al Khudri; Rasuluilah Saw
bersabda: Jika tiga orang dalam per-
jalanan, maka hendaknya mereka
mengangkat seorang pemimpin di an-
tara mereka (H.R. Abu Daud).

Fakta sejarah memberikan
suatu indikator terhadap pen-
tingnya membuat suatu komuni-
tas sosial yang Islami seperti telah
dibuktikan Rasulullah Saw.dalam
membangun sebuah negara di Se-
menanjung Arabia, sehingga Kke-
dudukan beliau sebagai Rasul
sekaligus sebagail kepala negara,
sekalipun beliau tidak mengklaim
dirinya sebagai penguasa bahkan
sebutan apa yang diberikan untuk
negara yang berada di bawah ke-
kuasaannya itu tidak begitu jelas.
Secara konkrit dan tidak bisa di-
ingkari bahwa Nabi di Madinah
telah mengeluarkan sebuah pia-
gam vang menjamin kebebasan
beragama, menekankan  ker-
jasama sesama Muslim, menye-
rukan kerjasama antara Muslim
dan Yahudi demi keamanan me-
reka sejauh yang menyangkut per-
aturan dan tata tertib umum.
Otoritas mutlak diberikan kepada
Nab:r untuk memutuskan dan
mengadili perselisihan di antara
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mereka (lihat Fazlur Rahman,
1984:12). Penandatanganan per-
Janjian itu merupakan bukti ber-
dirinya negara Islam pertama dan
pengesahannya dengan konstitusi
tertulis dan lengkap (Ismail Roji
Al Farugi, 1985 27). Kaum Ya-
hudi yang mengakui kepemimpin-
an Nabi adalah sebagai pertanda
pengakuan kedaulatan dari ber-
bagai pihak secara de vacto dan
de  yure (Umar Hasyim,
1981:199).

Dalam persoalan menegakkan
pemerintahan Islam ini, di ka-
langan para ulama tetap
menyepakati hukum wajibnya,
baik Ahlus Sunnah wal Jama'ah,
Syi'ah, Mu'tazilah, Murji'ah mau-
pun Khawarij, kecuali kelompok
Najd -- salah satu cabang Hawarij
-- memandang, bahwa persoalan
pemerintahan bukanlah sesuatu
yang wajib. Kelompok ini punah
dengan sendirinya (lihat Hasan
Ismail Al Hudaibi, 1984:190. dan
Yusuf Musa, t.t. 24-25). Pandang-
an yang serupa juga dicetuskan
oleh para imam mujtahid seperti
Syafi’i, Maliki, Hanafi dan Han-
bali dan para ulama lainnya
semisal Al-Mawardi, Al Juwaeni.
Al Ghozali, Ar Rozi. At Taftazani.
Ibnu Khaldun dan sebagainya
(Dhiyauddin Ar Rois, 1985 :250).
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Pembentukan negara dalam
Islam yang menjadi kewajiban
kaum muslimin ini, tidak lain se-
mata-mata untuk merealisir ber-
lakunya syari'at Islam secara
menyeluruh, karena negaralah
yang melaksanakan undang-un-
dang, memindahkan nash-nash
teotitis kepada realita praktis, me-
melihara hak-hak, menjaga
syari'at, melaksanakan hukuman
(hudud) dan menjaga keamanan
(lihat Yusuf Qhardhawi, 1985 82).
Hasan Ismail Al Hudaibi
(1984:211) menyatakan, bahwa
melaksanakan hukum Allah dan
menjalankan syari’at Islam, tidak
bisa tidak harus ada pemerin-
tahan Islam.

Namun demikian, A. Syalabi
(1983 : 331) memberikan komen-
tar bahwa "masalah pemerin-
tahan, cara pembentukannya,
tanggung jawabnya, penghentian-
nya dan hal-hal yang berkaitan
dengannya adalah persoalan-per-
soalan yang banyak tergantung
kepada keadaan, kondisi waktu
dan tempat. Perumusannya dise-
rahkan kepada manusia sendiri
disesuaikan dengan kebutuhan,
tetapi harus senantiasa tetap da-
lam kerangka umum yang telah
digariskan oleh Islam."

Dalam pada itu, berhukum
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pada syari'at Allah itu, tidak mest:
tergantung dengan adanya negara
atau pemerintahan Islam, sebab
kalau berhukum kepada syariat
Allah harus terlebih dahulu ada
pemerintahan Islam. pasti kita ti-
dak akan mampu mengembalikan
perintah waliyul amri kepada ke-
tetapan syari’at, apakah perintah
itu berupa maksiat atau bukan.
Tatkala kita mengetahui bahwa
mencuri itu haram dan pelakunya
harus dihukum potong tangan,
maka meyakini dan menerima ke-
tetapan itu tidak mesti adanya
negara Islam, akan tetapi pelak-
sanaan hukumannya tidak mung-
kin akan diwujudkan tanpa ada-
nya pemerintahan Islam (lihat
Hasan Ismail Al Hudaibi, 1984
:211). Oleh karena itu, jika dalam
suatu negara belum dapat mere-
alisasikan syari'at Islam, menurut
Yusuf Qhardhawi (1985:74) kewa-
jiban para penguasa dan rakyat
mengembalikan segala persoalan
kepada syari’'ah, karena mereka
yakin akan kesucian dan kedu-
dukannya yang tinggi dalam me-
melihara hak dan keadilan. Secara
bertahap diusahakan membuat
undang-undang yang berdasarkan
Islam, membersihkan seluruh as-
pek yang bertentangan dengan
syariah dan menetapkan apa
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yang sesuai dengannya. Syari'ah
hendaknya dihubungkan dengan
falsafah undang-undang tersebut
dengan menyusun penafsiran ber-
dasarkan pandangan syari'ah.

Berdasarkan penjelasan di
atas, sangat logis, timbulnya sua-
tu ungkapan bahwa Islam adalah
"DIEN WAD DAULAH" (Agama
dan Negara), sehingga menjadi
doktrin yang seakan-akan telah
baku dan Dbersifat transenden.
Yang menjadi persoalan, pe-
maknaan doktrin tersebut dalam
sejarah pemikiran politik Islam
masih terdapat kesenjangan dan
melahirkan paradigma-paradigma
kontroversial yahg pada giliran-
nya mengakibatkan konflik um-
mat ketika konsep tersebut dire-
alisir. Bertitik tolak dari per-
masalahan ini, penulis tertarik
untuk melakukan pengkajian ten-
tang bagaimana konsep negara
dalam perspektif Islam dan ba-
gaimana hubungan antara agama
dan negara.

H

Endang Saifuddin Anshori
(1976:72) menyatakan, bahwa "ne-
gara adalah organisasi teritorial
suatu (beberapa) bangsa yang
mempunyai kedaulatan". Ditin-
jau dari istilah bahasa Arab. ne-
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gara disebut ‘Daulah’ atau 'Mam-
lakah’ (lihat Mahmud Yunus.
1973:132 dan Al Marbawi, tt :
212).

Daulah dalam makna kla-
siknya berarti pergantian atau
peredaran. Dalam Q.S. 3:140 digu-
nakan bentuk kata kerja 'Nudawi-
luha’ (ia Kami pergantikan atau
pertukarkan) dalam ayat ini ter-
kandung muatan yang berkonotasi
politik. Dan pada Q.S. 59:7 digu-
nakan kata kerja 'daulatan’ (bere-
dar) dalam ayat ini terkandung
muatan yang berkonotasi ek-
onomi. Dengan demikian, penger-
tian kedaulatan dalam makna
klasiknya berkaitan erat dengan
gagasan mengenai kekuasaan ter-
tinggi yang didalamnya terkan-
dung dimensi waktu dan proses
peralihannya sebagai fenomena
vang bersifat alamiyah (lihat
Jimly Asshiddieqy, 1995: 10-11).
Ibnu Khaldun memberikan
batasan daulah sebagai kepe-
mimpinan politik yang didasarkan
atas kekuasaan syara’ atau di raja
(lihat Osman Ralibi, 1978 : 143).

Negarawan muslim mem-
perkenalkan istilah negara Islam
dengan beberapa sebutan. antara
lain Daulah Islamiyah, Imamah
dan Darul Islam.

Daulah Islamiyah berarti ben-
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tuk negara yang telah memenuhi
unsur negara;, memiliki “perun-
dang-undangan dan mengatur hak
dan kewajiban antara penguasa
dan rakyatnya (lihat Yusuf Musa,
tt: 17-18).

Imamah ialah pemerintahan
Islam yang memiliki dustur atau
undang- undang dasar berupa
syari’at Islam yakni kumpulan hu-
kum-hukum syara’ yang mengatur
kehidupan ummat, baik hukum
itu berpautan dengan muamalah
dunyawiyah. ahwalus syakhshiy-
yah atau pertanggungan jawab pi-
dana dan lain-lain (lihat Dhiyaud-
din Ar Rois, 1971 46).

Penamaan Negara Islam ke-
pada Daulah Islam itu tidak pen-
ting, sekalipun menurut perjala-
nan sejarah daulah itu lebih layak
disebut dengan Imamah atau
Khilafah. Makna Imamah adalah
kepemimpinan yang menjadi
panutan manusia. - Sedangkan
Khilafah adalah perwakilan atas
nama Rasul untuk menjaga aga-
ma dan mengatur kehidupan du-
nia  (lthat Yusuf Qordhawi,
1997:49). Sementara itu, dikenal
pula istilah Imaroh sebagai teori
kepemerintahan (Dawam Raharjo,
1993:32).

Menurut Rasyid Ridho, ketiga
1stilah di atas mengandung pe-
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ngertian
nyangkut pemerintahan yang me-

yang sama yaitu me-

liputi  kepentingan-kepentingan
sekuler maupun keagamaan. Na-
mun sebenarnya ketiga konsep di
atas masih dapat dibeda-bedakan.
Teori Khilafah dapat dipakai un-
tuk memahami gejala negara,
teori Imamah untuk gejala
kepemimpinan masyarakat dan
teori Imaroh untuk gejala peme-
rintahan (Dawam Raharjo.
1993:32).

Istilah lain dari Negara Islam
adalah Darul Islam (lawannya
Darul Harb). Darul Islam berarti
‘negeri Islam’ bukan negara Is-
lam. Darul Harbi berarti negeri
perang atau kawasan peperangan.
Maka. yang lebih tepat Darul Is-
lam diartikan sebagai negeri
damai atau kawasan kedamaian.
Negeri Islam adalah juga negeri
damai, lebih- lebih secara etimolo-
gis dan semantis perkataan islam
dan salam adalah satu dan sama.
Secara harfiyah istilah Darul Is-
lam dan Darul Harbi tidak ter-
dapat dalam Al Quran. Istilah
yang ada dalam Al Qur'an secara
harfiyah sangat mirip ialah istilah
Darus salam yang bermakna
negeri damai, sama pula artinya
dengan al Baladul Amin yang me-
rupakan nama lain dari kota Mak-
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kah. Dengan demikian, negen Is-
lam mengacu kepada wawasan
dan cita-cita kedamaian. merupa-
kan simbolisasi tentang pola ke-
hidupan masyarakat yang diidam-
idamkan, masyarakat yang aman,
tenteram dan penuh kedamaian.
Jika manusia diseru untuk
memilih sikap hidup tunduk, me-
nyerah dan pasrah kepada Tuhan
yaitu untuk ber- Islam, maka ti-
dak lain seruan itu agar manusia
mengikuti pola hidup yang sama
dengan pola wuwud alam raya.
Yang dihasilkan oleh sikap itu.
tidak saja damai dengan Tuhan,
diri sendiri dan sesama manusia,
tetapi juga dengan sesama mak-
hluk dan sesama isi seluruh alam
raya ini (lihat Nurcholis Madjid,
1995 :181-82).

Istilah Darul Islam dan Darul
Harbi itu tumbuh adalah sebagai
bagian dari pemikiran Islam yang
tertuang dalam ilmu figh. Dan
figh adalah produk hukum yang
diproses melalui penalaran rasio
atau ijtihad. Segala hukum yang
dihasilkan dari proses ijtihad se-
nantiasa nisbi lantaran ia digali
dari sumber yang dhonni, sehing-
ga kekuatan huyjjah yang ditim-
bulkan daripadanya menjadi
dhonnt pula. Manakala suatu per-
maslahan menjadi lapangan/objek
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jtihad. maka terbuka peluang un-
tuk adanya khilaf atau perseli-
sthan pendapat di kalangan para
ulama. Dalam kaitan dengan
pengelompokkan negara kepada
Darul Islam dan Darul Harbi ini
sebagail bagian dari produk ijtihad
yang nilai kebenarannya tidak
bersifat mutlak, melahirkan ada-
nya pandangan dan persepsi yang
berbeda antara satu dengan lain-
nya. Akibatnya, apabila suatu
kelompok ummat tertentu meng-
klaim kelompoknya sebagai yang
benar tanpa menghargai dan tole-
ran terhadap pendapat kelompok
lainnya serta menunjuk pihak lain
sebagai yang keliru, salah, diang-
gap lawan atau musuh. malah
ironisnya menuduh kafir, maka
yang dapat dirasakan oleh ummat
hanyalah konflik yang sangat me-
rugikan dan tidak mustahil dapat
menimbulkan benturan- benturan
dan pemberontakan yang menelan
korban jiwa manusia.

Tatkala teori pemikiran poli-
tik Islam klasik ini dicoba untuk
diungkap kembali, terutama da-
lam kaitan dengan batasan Darul
Islam serta konsekwensi logis
pada tataran tingkat aplikatifnya.
ternyata membawa kesenjangan
dan pertentangan, di satu pihak
terkesan fundamentalis dan di pi-
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hak lain moderat.

Said Hawa (tt: 188) menje-
laskan bahwa "Darul Islam ialah
negeri yang diperintah oleh pe-
merintahan Islam dan dipimpin
oleh kaum muslimin". Pada bagi-
an lain. Said Hawa menandaskan
bahwa selama negara, rakyat, pe-
merintahan dan seluruh aparat-
nya tidak bercorak Islam. maka
Islam pun tidak akan mewujud
di negara tersebut" (Said Hawat,
tt:9).

Savyld Quthb (1983:47) me-
nyatakan bahwa masyarakat Is-
lam adalah masyarakat yang ter-
cipta oleh syari‘at. Dalan bukunya
Ma'alim Fit Thoriq sebagaimana
dikutip oleh Alauddin Zaidan
(1995:111) Sayyid Quthb menan-
daskan bahwa "Hanya ada satu
daerah yaitu daerah Islam yang
di dalamnya dilaksanakan syari'at
Islam. Yang tidak dilaksanakan
syari‘at Islam di dalamnya, berarti
daerah perang". Sayyid Quthb
beranggapan bahwa syarat diteri-
manya keislaman seseorang, ka-
lau syari'at Islam telah dilaksa-
nakan  oleh penguasa dan
daerahnya dinamakan daerah Is-
lam. kalau penguasanya tidak me-
laksanakan syari'at Islam, daerah
itu dinamakan daerah perang.
Dalam statmennya ia menyatakan
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"Masyarakat Islam yang tidak me-
laksanakan hukum Islam sebagai
undang-undangnya, ia belum di-
anggap sebagai Muslim sekalipun
ia shalat, puasa dan haji ke Bai-
tullah" (ihat Alauddin Zaidan.
1995:108). Pernyataan dua tokoh
Muslim yang telah penulis sebut-
kan di atas dipandang cukup un-
tuk mewakili persepsi pihak fun-
damentalis.

Darul Islam dalam batasan
ulama moderat sangat variatif.
Darul Islam adalah semua negeri
yqng masuk dalam kawasan ke-
kuasaan Islam yang melaksa-
nakan hukum-hukum Islam (Ab-
dul Karim Usman, 1968:144) atau.
suatu tempat yang ummatnya
benar-benar penjalankan syariat
Islam (Abdul Karim Zaidan, 1984
:16) atau, suatu negara yang
diperintah oleh kekuasaan kaum
muslimin. Kekuatan dan pertaha-
nannya di tangan kaum muslimin
(Abu Zahroh, 1973:61).

Dalam pengertian yang lebih
komperhensif 1alah Daral Islam
adalah negara yang didalamnya
berlaku hukum Islam sebagai hu-
kum perundang-undangan. atau
negara vang penduduknya ber-
agama Islam dan dapat menegak-
kan hukum Islam sebagai hukum
perundang- undangan, atau nega-
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ra-negara yang semua atau ma-
voritas penduduknya terdiri dari
umniat Islam, atau juga negara
walaupun pemerintahannya bu-
kan pemerintahan Islam, akan te-
tapi orang-orang Islam penduduk
negeri dapat dengan leluasa me-
negakkan hukum Islam tanpa ada
yang menghalanginya (lihat L.
Amin Widodo, 1994:13 dan Hasbi
Ash Shiddieqy,1971:17 dan Ibra-
him Hosen, 1993:62).

Ali  Al-Bahnasawi
276-277) memberl penje-

Salim
(1995:
lasan bahwa. meskipun negara-
negara Eropah memberi jaminan
keamanan bagi kaum muslimin,
tidak dapat dibenarkan dan tidak
ada alasan bagi ulama untuk
memberi fatwa sebagai Darul Is-
lam, demikian juga mengkatagori-
kan negara-negara Islam yang ti-
dak menerapkan undang- undang
Islam dalam hudud dan muamalat
ke dalam Darul Kuffar. Oleh se-
bab itu, Ibnu Taimiyah menyata-
kan bahwa negara-negara tersebut
tidak dikatagorikan Darul Islam
dan tidak pula Darul Kufr, me-
lainkan ia masuk dalam katagori
ketiga di mana orang Islam men-
dapat perlakuan sesuai dengan
yang menjadi haknya dan orang
yang berada di luar syari’ah Islam
mendapat perlakuan sesuai de-
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ngan yang menjadi haknya. Oleh
karenanya tidak ada alasan untuk
mengatakan Darul Harbi kecuali
kepada negara yang melakukan
agresi terhadap negara Islam.

GH. Jansen merumuskan ne-
gara Islam pada dua katagori.
Pertama: Negara Islam (Islamic
State) di mana politik dan agama
adalah bagian dari totalitas Islam.
Kedua; Tatanan Masyarakat Is-
lam (Muslim State) di mana po-
litik hanyalah ungkapan samping-
an daripada semangat Islam (lihat
GH. Jansen, 1983:250).

Bertitik tolak dari katagori-
sasl negara menurut GH. Jansen
tersebut, maka negara Islam (Is-
lamic State) adalah negara yang
menjadikan Islam sebagai asas
dalam kehidupan politik dan aga-
ma. Oleh karena itu, negara Islam
tidak ditentukan oleh batas wila-
yah, otoritas kekuasaan dan pen-
duduknya, melainkan ditentukan
oleh norma hukum atau konstitusi
vang berdasarkan Islam, baik se-
cara formal (tertulis) atau infor-
mal (tidak tertulis). Pada konteks
inl. negara dipentingkan mencan-
tumkan label Islam atau menve-
butkan konstitusinya berdasarkan
Islam seperti Iran, Pakistan dan
Mauritania, atau negara tidak

mempunyai konstitusi tertulis. na-

mun secara tradisional berda-
sarkan kepada syari'ah seperti
Saudi Arabia (bandingkan Rifyal
Ka'bah, 1984:53). Betapapun um-
mat Islam diberikan keleluasaan
untuk menjalankan syariat dan
renduduknya mayoritas Muslim,
namun penyelenggara negara ha-
nya berdasarkan pada kebijak-
sanaan rasio atau suara terbanyak
tanpa berdasarkan ketetapan aga-
ma, maka tetap tidak dikatakan
sebagai negara Islam (lihat Rifyal
Ka'bah, 1984:100).

Sedangkan Tatanan Masyara-
kat Islam (Muslim State) adalah
suatu komunitas sosial atau ne-
gara yang tidak mementingkan
cap/label dtau tidak mencan-
tumkan Islam sebagai konsti-
tusinya, namun memberlakukan
syari'atnya sebagai produk hu-
kum yang berlaku dalam semua
sektor kehidupan. Menurut Yusuf
Qordhawi (1997:49), Bentuk dan
nama bagi daulah Islam tidaklah
penting, tetapi kewajiban bagi pe-
nguasa daulah untuk meng-
amalkan, tidak mengesampingkan
atau membiarkan syari'at.

Muslim
State berorientasi pada nilai-nilai
substantifnya. sedangkan Islamic
State beroreantasi pada aspek
simbolistiknya. Pada tataran

Dengan demikian,



NO. 72/XHL/1998

praktis, masih dijumpai mekan-
isme pemerintahan Islam belum
menceriminkan idealisme sebuah
negara Islam. Kenyataan inilah
yang menimbulkan anggapan di
kalangan intelektuil Muslim bah-
wa negara dalam Islam tidak ada,
dengan alasan "tidak ada perintah
dalam Islam untuk menegakkan
negara Islam dan dalam al-Qur'an
maupun as-Sunnah tidak pernah
tercatat adanya istilah Negara ls-
lam ini, misalnya Darul Islam,
Baladah Islam atau Daulah Islam
(lihat Hasbullah Bakri, 1984:34
dan Amin Rais, 1997:xxii) sedang-
kan menurut Abdurahman Wahid
(1983:281) negara Islam di masa
nabi saja diragukan kebenaran-
nya,sebab beliau tidak berbicara
tentang negara, tetapi tentang
komunitas dan disitu tidak ada
peraturan-peraturan kenegaraan.
Pemikiran Abdurahman Wahid ini
sejalan dengan ide yang dikem-
bangkan oleh Al Abdul Roziq
(1985:99) yang menyatakan Mu-
hammad hanyalah seorang Rasul,
beliau bukanlah seorang raja, pen-
diri suatu negara maupun pe-
nganjur berdirinya suatu peme-
rintahan politik. Konsep tersebut
dikuatkan oleh Qomaruddin Khan
yang secara tegas menyatakan
"Tidak ada satu ayat pun dar

46

ayat-ayat al-Quran yang menya-
takan tentang politik (lihat Qom-
maddin Khan, 1987:9-12 dan Ab-
del Wahab El1 Effendi. 1994 46).
Pernyataan di atas dapat diteri-
ma. namun menurut Suyuthi Pu-
lungan (1995:55) memang tidak
ada dilalatul al nash yang me-
nyatakan secara ekplisit tentang
teori politik. sistem dan bentuk
negara yang harus diikuti ummat
Islam. Tapi di dalamnya terdapat
prinsip-prinsip ajaran tentang hi-
dup bermasyarakat dan berne-
gara. Dasar-dasar tersebut bisa
dikembangkan menjadi asas teori.
politik Islam.

111

Dari uraian yang telah penu-
lis paparkan di atas dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakikat negara dalam Islam
sesuai dengan keuniversalan
ajarannya yang menginte-
grasikan ummat menjadi satu
kesatuan dan memiliki otori-
tas meliputi seluruh kaum
muslimin  sedunia  (inter-

nasional). Namun demikian,

berdirinya berbagai negara ti-
dak dipandang sebagai suatu
penyimpangan, karena tidak
ada nash yang menegaskan

harus adanya satu negara da-
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lam Islam.

Tidak ada nash baik Al
Quran maupun As Sunnah
vang menjelaskan secara te-
gas tentang wajibnya mendiri-
kan negara Islam. namun bila
dilihat dari semangat syari'at
dan prinsip-prinsip dasarnya
serta kandungan makna nash
yang bersifat global, dapat
memberikan petunjuk/dalalah
kepada kemestian mendirikan
negara (negara yang ber-
muatan moralitas Islam). Di
samping itu. ditunjang pula
oleh fakta historis Rasululah
membangun suatu komunitas
sosial yang Islami di Se-
menanjung Saudi Arabia yang
cukup menjadi bukti tentang
pentingnya mendirikan se-
buah negara.

Pembentukan negara dalam
Islam semata-mata untuk
merealisir berlakunya syari‘at
secara kaffah, meskipun me-
laksanakan syari'at Islam ti-
dak mest1 harus ada
pemerintahan Islam, akan te-
tapl pelaksanaan hukuman ti-
dak mungkin akan diwujud-
kan tanpa pemerintahan.
Adapun hal yang terkait de-
ngan teknis pembentukan ne-
gara, sistem, bentuk dan

aspek-aspek politis lainnya
adalah  persoalan-persoalan
yang bavyak tergantung kepa-
da keadaan, kondisi waktu
dan tempat. Perumusannya
diserahkan kepada manusia
sendiri disesuaikan dengan
kabutuhan, tetapi harus tetap
dalam kerangka umum yang
telah digariskan oleh Islam.
Para  negarawan muslim
memperkenalkan negara Is-
lam dengan beberapa istilah,
antara laia: Daulah Islami-
vah, Imamah dan Darul Is-
lam.  Perbedaan istilah itu
logis terjadi. karena masuk
dalam wilayah ijtihadi (figh)
yang berakibat melahirkan
adanya pandangan dan per-
sepst yang berbeda antara
ulama yang satu dengan yang
lainnya.

Perbedaan pandangan ten-
tang konsep negara dalam Is-
lam ini dapat digolongkan
rada tiga kelompok pemikir-
an:

Pertamma, negara adalah lem-
baga keagamaan sekaligus po-
litik dan di dalam Islam itu
sendiri terdapat sistem politik
dan pemerintahan, karena Is-
lam agama paripurna.

Redua, negara adalah lemba-
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ga keagamaan tapi mempu-
nyai fungsi politik. Golongan
ini menyatakan bahwa di da-
lam Islam tidak ada sistem
politik dan pemerintahan, te-
tapi mengandung ajaran-ajar-
an dasar tentang kehidupan
bermasyarakat dan berne-
gara.

Ketiga, negara adalah lemba-
ga politik yang sama sekali
terpisah dari agama. Golong-
an ini berpendapat bahwa Is-
lam sama sekali tidak terkait
dengan politik dan pemerin-
tahan.
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